
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR  2  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR  45  TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN 

HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten 

Situbondo, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai 

upaya salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan 

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi setiap orang yang 

telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-

19 berdasarkan pendataan, kecuali bagi sasaran penerima 

Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima 

Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-

19 yang tersedia; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), setiap orang yang telah ditetapkan 

sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak 

mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi 

administratif; 
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c. bahwa pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Situbondo; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

RepublikIndonesiaNomor19 Tahun 1950, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3237); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9406); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease  2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik     Indonesia 

Nomor 3447); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik   Indonesia   Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran    Negara Republik Indonesia  

Nomor 4828); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008  tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun   2008   

Nomor   43, Tambahan     Lembaran     Negara     

Republik     Indonesia Nomor 4829); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 

16. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 129); 

17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), yang telah diubah dengan Keputusan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19); 

18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020  tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019; 

20. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006  

tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah 

Ibadat; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018    (Berita   Negara   

Republik   Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi    dalam rangka 

Pencegahan Penyebaran Corona   Virus Disease   2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 361); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease 

2019 di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi 

Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis 

Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

Penanggulangannya; 

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri 

dalam Mendukung Keberlangsungan    Usaha pada 

Situasi Pandemi; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 

2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif 

dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam 

Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
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2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 

Nomor 5); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2018 Nomor 7); 

32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 

tentang Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2020 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR  45  TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN 

DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di 

Kabupaten Situbondo, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, diantara angka 4 dan 

angka 5 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 4a, angka 

4b dan angka 4c, dan ditambah 4 (empat) angka yakni 

angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

4a. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen 

atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang 

mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang 

bersangkutan. 

4b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4c. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan 

sebagai perangkat Kecamatan. 

5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat 

COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan 

akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus 

Corona 2  (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic 

global berdasarkan penetapan dari World Health 

Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana 

non alam nasional berdasarkan Keputusan   Presiden 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) sebagai bencana nasional. 

6. Setiap orang adalah orang perseorangan yang 

tinggal/berdomisili/berada dalam wilayah Kabupaten 

Situbondo. 

7. Tempat ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-

ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk 

beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama 

secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat 

keluarga. 

8. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, 

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat 

kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana 

terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, 
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termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan 

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau 

berhubung dengan tempat kerja tersebut. 

9. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat 

bertemunya pembeli dan penjual, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual 

beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar 

menawar. 

10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran 

yang berbentuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

11. Restoran adalah penyedia jasa makanan dan 

minuman dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan 

dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak 

berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba. 

12. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial 

yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan 

makanan dan minuman untuk umum ditempat 

usahanya. 

13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 

14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, 

dan Pemerintah Daerah. 

15. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau 

perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh 

pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan 

bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

16. Pelanggar adalah setiap orang yang karena 

kesalahannya telah terbukti melakukan pelanggaran.  

17. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Situbondo yang 

selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah 

adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona   

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh 

Pemerintah Kabupaten Situbondo. 
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18. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

19. Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 

yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial 

dapat tetap hidup secara wajar. 

20. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam 

pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh 

badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

21. Quick Respon Code yang selanjutnya disebut QR Code 

adalah barcode dua dimensi yang bisa memberikan 

beragam jenis informasi secara langsung. 

 

  2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

 

Subjek pengaturan ini meliputi: 

a. perorangan : melakukan 4M (memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari 

kerumunan), mengikuti vaksinasi COVID-19 di fasilitas 

pelayanan kesehatan atau tempat vaksinasi yang telah 

disediakan oleh Pemerintah Daerah; 

b. instansi pemerintah, instansi swasta, pelaku usaha, 

serta pengelola, penyelenggara, atau penanggung 

jawab tempat dan fasilitas umum : menyiapkan sarana 

dan prasarana 4M serta barcode QR Code 

PeduliLindungi bagi karyawan dan tamu/pengunjung 

yang datang di pintu-pintu masuk dan pintu keluar. 

 

  3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

 

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan 

antara lain meliputi: 

a. bagi perorangan: 

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker    

yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika 

harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang 

lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 
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2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun 

dengan air mengalir; 

3. pembatasan interaksi fisik (physicaldistancing); 

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS); 

5. melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna mencapai 

kekebalan kelompok (herd immunity), kecuali bagi 

sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak 

memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 

sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang 

tersedia; 

6. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada semua 

tempat-tempat umum di Daerah yang menyediakan 

sarana barcode QR Code Peduli Lindungi. 

b. bagi instansi pemerintah, instansi swasta, pelaku 

usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau 

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum : 

1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan/atau 

penggunaan berbagai media informasi untuk 

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai 

pencegahan dan pengendalian COVID-19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang   

mudah diakses dan memenuhi standar atau 

penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

3. penyediaan sarana barcode QR Code PeduliLindungi 

yang   mudah diakses di pintu-pintu masuk dan 

pintu keluar; 

4. upaya identifikasi (penapisan] dan pemantauan 

kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas 

di lingkungan kerja; 

5. upaya pengaturan jaga jarak; 

6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara 

berkala; 

7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat 

yang berisiko dalam penularan dan tertularnya 

COVID-19; dan 

8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus 

untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 
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  4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

 

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, 

penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan 

fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan 

dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. bagi perorangan, antara lain : 

1. teguran; 

2. kerja sosial; 

3. penundaan atau penghentian pemberian 

jaminan sosial atau bantuan sosial;  

4. penundaan atau penghentian layanan 

administrasi pemerintahan; dan/atau 

5. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling 

banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima 

puluh ribu rupiah); 

b. bagi instansi pemerintah, instansi swasta, pelaku 

usaha, serta pengelola, penyelenggara, atau 

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, 

antara lain : 

1. teguran;  

2. penghentian sementara operasional usaha; 

3. pencabutan izin usaha;dan/atau 

4. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling 

banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). 

 

  5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 2 (dua) pasal 

yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10A 

 

(1) Setiap orang yang akan melakukan pengurusan 

pelayanan administrasi pemerintahan termasuk 

pelayanan administrasi oleh Instansi Vertikal dan/atau 



12 
 

Pemerintah Desa/Kelurahan, wajib menunjukkan 

Kartu Vaksin COVID-19 pada aplikasi PeduliLindungi 

atau tanda bukti manual Vaksinasi COVID-19 dari 

penyelenggara vaksinasi atau surat keterangan tidak 

dapat diberikan vaksin yang dikeluarkan oleh pihak 

berwenang bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 

yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-

19. 

(2) Setiap orang yang tidak melaksanakan vaksinasi 

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a angka 5 dikenakan sanksi berupa : 

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan 

sosial atau bantuan sosial, baik yang bersumber 

dari APBN dan/atau APBD; 

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi 

pemerintahan, termasuk layanan administrasi yang 

dilaksanakan oleh Instansi Vertikal atau 

Pemerintah Desa/Kelurahan. 

 

Pasal 10B 

 

(1) Pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) 

huruf a, seperti bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau 

bantuan lainnya yang bersumber dari APBN, APBD 

Provinsi atau APBD Kabupaten. 

(2) Pelayanan administrasi oleh pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) 

huruf b, antara lain : 

a. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah, meliputi : 

1. pelayanan administrasi kependudukan; 

2. pelayanan penerbitan Kartu AK1; 

3. pelayanan perizinan/rekomendasi. 

b. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Polres Situbondo, meliputi : 

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

2. Surat Izin Mengemudi (SIM); 

3. Pelayanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian 

Terpadu (SPKT); atau 

4. Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK). 
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c. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, 

meliputi : 

1. surat keterangan pencatatan nikah; 

2. pelayanan calon jamaah haji; atau 

3. surat keterangan perizinan lainnya. 

d. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Perbankan, meliputi : 

1. pembukaan rekening nasabah; 

2. penyaluran dana nasabah;atau 

3. pengurusan kartu ATM. 

e. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Kantor ATR/BPN Kabupaten Situbondo, meliputi : 

1. pengurusan sertifikat hak atas tanah; 

2. surat terkait perijinan lainnya. 

f. pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa/Kelurahan, meliputi : 

1. surat pengantar pelayanan administrasi 

kependudukan; 

2. surat pengantar terkait pelayanan perizinan; 

3. surat keterangan atau pelayanan administrasi 

lainnya. 

 

Pasal 10C 

 

Setiap orang yang dikenai sanksi penundaan atau 

penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan 

sosial dan/atau penundaan atau penghentian layanan 

administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10A ayat (2) huruf a dan huruf b dapat 

kembali menerima jaminan sosial atau bantuan sosial 

dan/atau menerima pelayanan administrasi 

pemerintahan apabila dapat menunjukkan Kartu 

Vaksin COVID-19 pada aplikasi PeduliLindungi atau 

tanda bukti manual Vaksinasi COVID-19 dari 

penyelenggara vaksinasi minimal dosis 1 (satu) atau 

surat keterangan tidak dapat diberikan vaksin yang 

dikeluarkan oleh pihak berwenang bagi sasaran 

penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi 

kriteria penerima Vaksin COVID-19. 
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  Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 24 JAN 2022 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Ttd. 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 24 JAN 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

Ttd. 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 2 


